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ABSTRAK

ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP LARANGAN MENERIMA
PEMBAYARAN DARI PENERIMA BANTUAN HUKUM ATAU
MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN
PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Oleh
FITRI DAMAYANTI AZZAHRA

Peranan dan fungsi LBH dalam imelakukan advokasi hukum yaitu dapat Kita
ketahui bahwa sebagian besar masyarakat kita tergolong tidak mampu untuk
menggunakan dan membayar jasa advokat, maka lembaga bantuan hukum
memberikan jasa-jasanya secara cuma-cuma bagi orang yang membutuhkan
khususnya bagi orang miskin. Pemberian bantuan hukum selama ini dilakukan
belum banyak menyentuh orang-orang atau kelompok orang miskin, sehingga
mereka Kkesulitan untuk mengakses ikeadilan karena terhambati oleh
ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah tanggung jawab pemberi
bantuan hukum yang terbukti secara sah menerimanya atau meminta pembayaran
dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya. Dan
Apa sajakah faktor yang menjadi penghambat ipemberian bantuan hukum
terhadap masyarakat tidak mampu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif dan yuridisempiris. Sumber data: Data Primer dan Data Skunder.
Narasumber: Advokat BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung, Advokat
Kantor Advokat YLBH Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian
Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Tanggungjawab Pemberi
Bantuan Hukum vyang Terbukti Secara Sah Menerimanya atau Meminta
Pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum yang Terkait dengan Perkara yang
dibelanya adalah pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta
pembayaran dari penerima bantuan hukum, enerima bantuan hukum yaitu orang
atau kelompok orang miskin dan/ataupihak lain yang terkait dengan perkara yang
sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Dan pemberlakuan sanksi pidana bagi
pemberi bantuan hukum yang dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum
menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau
pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Faktor Penghambat Pemberian
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Bantuan Hukum Terhadap masyarakat tidak mampu berdasarkan Pasal 20
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah kerangka
hukum normatif pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja. Kurangnya
kesadaran hukum dalam rakyat miskin. akses menuju peradilan hanya bersifat
formalitas. Diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan
hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah Larangan bagi pemberi bantuan hukum dalam
melaksanakan pemberian bantuan hukum, dalam pelaksanaannya perlu diawasi
oleh pemerintah dan pemerintah daerah, karena pelaksanaan bantuan hukum telah
disediakan anggaran dari Negara untuk melaksanakan bantuan hukum. Peraturan
pelaksana dari Undang-Undang Bantuan Hukum (sistem pelaksanaan) harus
memberikan kemudahan syarat dalam proses pelaksanaan bantuan hukum demi
terwujudnya perlindungan dan keadilan hukum bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Pembayaran, Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.



ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS ON THE PROHIBITION
OF RECEIVING PAYMENT FROM LEGAL ASSISTANCE
RECIPIENTS OR COMMUNITY CANNOT BASED
ON ARTICLE 20 OF LAW NUMBER 16 YEARS
2011 ABOUT LEGAL ASSISTANCE

By
FITRI DAMAYANTI AZZAHRA

The role and function of LBH in carrying out legal advocacy is that we can know
that most of our society is classified as unable to use and pay for the services of
an advocate, so legal aid agencies provide their services free of charge for people
in need, especially for the poor. The provision of legal aid so far has not touched
many people or groups of poor people, so that they find it difficult to access
justice because they are hampered by their inability to realize their constitutional
rights. The problems in this thesis are: What is the responsibility of the legal aid
provider who is proven to have legally accepted or requested payment from the
legal aid recipient related to the case he is defending. And what are the factors
that hinder the provision of legal aid to underprivileged communities based on
Article 20 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid.

The problem approach used in this study is a normative juridical and empirical
juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource
persons: Advocates of the BKBH Faculty of Law, University of Lampung,
Advocates for the Advocate Office of YLBH Bandar Lampung and Academics of
the Faculty of Law in the Criminal Law Division at the University of Lampung.

The results of the research and discussion show that: The responsibility of Legal
Aid Providers who are Proven to Legally Receive or Request Payment from Legal
Aid Recipients Related to the Case they are defending is that the Legal Aid
provider is prohibited from receiving or requesting payment from Legal Aid
Recipients Legal Aid Recipients, namely individuals or groups of people. poor
and/or other parties related to the case being handled by the Legal Aid Provider.
And the imposition of criminal sanctions for legal aid providers who in the
implementation of providing legal aid receive or request payments from Legal Aid
Recipients and/or other parties related to the case being handled shall be
sentenced to a maximum imprisonment of 1 (one) year or a maximum fine of Rp.
50,000,000.00 (fifty million rupiah). Factors Inhibiting the Provision of Legal Aid
to Underprivileged Communities Based on Article 20 of Law Number 16 of 2011
concerning Legal Aid is the normative legal framework for providing legal aid
that does not work. Lack of legal awareness among the poor. access to justice is
only a formality. Discrimination and complicated procedures in the funding of
legal aid.
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Suggestions in this study are the prohibition for legal aid providers in carrying
out the provision of legal aid, in its implementation it needs to be supervised by
the government and local governments, because the implementation of legal aid
has provided a budget from the State to carry out legal aid. Implementing
regulations of the Legal Aid Law (implementation system) must provide ease of
conditions in the process of implementing legal aid in order to realize legal
protection and justice for the poor.

Keywords: Payment, Legal Aid, Law Number 16 Year 2011 concerning Legal
Aid.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Maka Indonesia harus berlandaskan pada hukum dan
mengedeapankan keadilan bagi seluruh warganya. Dari hal tersebut maka dapat
bahwa kekuasaan Negara akan dibatasi oleh hukum yang menjadikan setiap
tingkah laku wajib merujuk pada hukum. Sementara itu, Negara hukum adalah
Negara yang didalamnya menyatakan untuk terus menegakkan suprmasi hukum
dengan tujuan bagi kebenaran serta keadilan. Indonesia sendiri menjadi Negara
hukum yang telah termaktub pada konstitusi Pasal 27 UUD Tahun 1945 yang
menjelaskan “Setiap warga berkedudukan sama ketika berada dihadapan hukum,
kemudian pemerintahan tidak terkecuali”’. Oleh karenanya, Negara mempunyai

kewajiban untuk menyediakan jaminan perlindungan atas HAM.

Salah satu wujud perlindungan terhadap HAM dalam Konstitusi ialah Negara
menjamin setiap warga Negaranya untuk mempunyai persamaan setiap individu
menurut pandangan hukum. Oleh karnanya, agar terwujudnya suatu keadilan
Negara memfasilitasi dan juga memberikan layanan atas hukum secara cuma
cuma agar keadilan tersebut bisa diakses oleh setiap lapisan warga di seluruh

penjuru negeri ini melalui (Lembaga Bantuan Hukum).?

LBH merupakan bagian kecil dari Lembaga Sipil yang bertugas menyediakan

berbagai jenis bantuan hukum, Lembaga konsultasi serta bantuan hukum di

1 Jimly Ashigiqgie, Impikasi nilai perubahan UUD (1945) terhadap proses pembangunan hukum
nasional, (Jakarta: Mahhkamah Konsitusi RI, 2005), 21



lingkup perguruan tinggi. Kemunculan Lembaga hukum untuk mengadvokasi
hukum sehingga dapat menumbuh kembangkan tingkat kesadaran terhadap
hukum atas masyarakat secara umum maupun khusus terkait kesadaran atas hak

sebagai subjek hukum.?

Adapun peranan maupun fungsi LBH ketika mengadvokasi hukum dapat
dipahami bahwasannya sebagian masyarakat berada pada kelompok miskin untuk
membayar advokat, maka kemudian Lembaga ini menyediakan berbagai jasa yang
ditujukan kepada yang membutuhkannya. Penyedian bantuan hukum ini belum
merata kepada kempok miskin, sehingga masih banyak diantaranya yang
mendapati kesulitan pada saat mengakses keadilan yang disebabkan oleh berbagai
hambatan atas ketidakmampuannya dalam mewujudkan setiap hak

konstitusionalnya.

Frans Hendra Winarta Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
menjelaskan terkait konsepan bantuan hukum di wilayah Indonesia sendiri dapat
melindungi hak konstitusional fakir miskin ialah bantuan responsif. Akan tetapi,
dalam realitas kekinian Indonesia, bantuan hukum itu terlalu penting untuk hanya
diserahkan pada para advokat. Tantangannya adalah bagaimana mencari sinergi
dari berbagai pihak. Tantangan itu coba diurai secara implisit oleh tiga pembicara
yang mendiskusikan buku baru yang berjumlah 221 halaman yang kemudian
diterbitkan langsung oleh PT Gramedia Pustaka Utama yang bernama Luhut MP
Pangaribuan, Abdul Hakim G. Nusantara, dan Johnson Panjaitan. Berikut ini

petikannya. Pembicara Abdul Hakim G. Nusantara, menjelaskan, terdapat satu

2 Jaka Surpale, Prosedurdan Penyelenggaran bantuan hukum merujuk pada UU No 16 Tahun
2011, (Palembang, 2016), 01



titik yang pelu dikenali sehingga "hak atas bantuan hukum sebagai hak
konstitusional” dapat dimengerti orang. Titik yang dimaksudnya yaitu, "Dalam
upaya memperoleh akses keadilan dan kepastian bantuan hukum dalam Sistem
Negara Hukum Indonesia, tiap orang berhak untuk memperoleh bantuan hukum
baik dari sektor privat (swasta) atau sektor publik, yaitu Negara atau organisasi

semi publik yang memberikan pelayanan bantuan kepada setiap pencari keadilan.®

Diartikan tidak mempunyai pendapatan (income) memadai untuk membayar biaya
yang diperlukan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum®. Sedangkan
makna dari "Hak terhadap bantuan hukum menjadi hak konstitusional seperti yang
tertuang pada Pasal 28 (D) UUD 1945 dengan rumusan Yyaitu "Setiap warga
berhak mendapatkan kepastian hukum secara adil dan memperoleh perlakuan
yang serupa”. Selanjutnya disampaikannya bahwasannya ha katas bantuan hukum
yang juga termasuk HAM. Ditegaskannya, ketika pemegang kekuasaan eksekutif,
legisiatif, dan yudikatif mengabaikan the right to legal aid maka ketika itu pula

mereka tersebut melakukan pelanggaran HAM dan inkonstitusional.*

Oleh sebab itulah mulai digagas aturan UU Nomor 16 Tahun 2011 yang
didalamnya memuat bahasan proses pemberian hukum. UU ini dapat dijadikan
sebagai jaminan terhadap hak konstitusional baik individu maupun kelompok
miskin. Sebagaimana produk hukum yang baru saja diundang-undangkan.
Sehingga sangatlah membutuhkan waktu mensosialisasikan produk hukum
tersebut. UU tersebut mengatur terkait denifisi bantuan hukum, pemberi maupun

penerima bantuan hukum, dan hak serta kewajiban, Perimana Bantuan, cara

3 Ibid, him 2.
4 http://variaadvokat.awardspace.info/voil I/bantuan hukum.pdf di akses pada tanggal 2 Oktober
2021.


http://variaadvokat.awardspace.info/voil

permohonan, syarat, larangan, pendanaan serta berbagai ketentuan pidana.
Pelaksanaan penyaluran Bantuan Hukum yang ditujukan kepada warga sebagai

upaya dalam memenuhi serta mewujudkan keberadaan negara hukum.

Adapun jaminan terhadap hak konstitusional tidak memperoleh perhatian secara
khusus, maka kemudian dibentuk UU yang mendeskripsikan bantuan hukum
sebagai landasan bagi Negara khususnya bagi kelompok miskin agar
berkesempatan untuk memperoleh akses keadilan serta kesamaan hak ketika
berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya, tanggung jawab Negara harus
diterapkan dengan membentuk UU yang mengkaji terkait Bantuan Hukum seperti

halnya UU nomor 16 Tahun 2011.°

Meskipun dalam pengimplementasian bantuan hukum kepada warga miskin
masih tergolong sulit untuk dijangkau melihat realita yang terjadi dilapangan
bawasan nya hukum hanya memihak kepada mereka yang memegang kuasa dan
yang mampu untuk membayar advokat (Penasihat Hukum) yang profesional.
Seperti hal nya yang terjadi dalam kasus tindak pidana pencurian ternak yang
berada dilampung utara dimana terdakwa merupakan seorang kepala keluarga
yang mempunyai perekonomian yang sulit atau dapat dikategorikan sebagai
keluarga yang tidak mampu dalam arti sempit biasa kita sebut masyarakat

miskin.®

Pemicu terjadinya pencurian ini dikarenakan terdakwa tidak mempunyai sama

sekali uang untuk memeuhi kebutuhan pokok keluarga nya akan tetapi hukum

5 Frans Hendra dan Prabowo, “Hak-hak konstitusional kelompok tidak mampu dalam
mendapatkan bantuan hukum, (Jakarta: PT. Gramedia,2009)

& Abdurrachman, Aspek yang Berhubungan dengan Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta:
Universitas indonesia), 01



tetaplah berjalan terdakwa kemudian di ancam dengan Pasal 363 butir 1 tentang
kasus pencurian hewan ternak yang diancam hukum 5 Tahun penjara karena
kurangnya pengetahuan hukum mengenai kasus yang menimpa terdakwam maka
dengan ini pihak keluarga berinisiatif meminta bantuan hukum kepada OBH
setempat, karena terpenuhi nya syarat sah untuk mendapatkan bantuan hukum
akhirnya team Lembaga Bantuan Hukum setempat menangani perkara ini dan

kemudian perkara ini dimenangkan oleh terdakwa .

Terlepas dari kemenangan si terdakwa ternyata ada yang terjadi di antara kedua
belahpihak yakni mengenai “success fee” yang merupakan biaya yang dibebankan
jika Advokat sudah menuntaskan perkara dengan sangat baik sesuai dengan apa
yang menjadi harapan setiap kliennya. Karena perkara yang di tangani oleh LBH
atau advokat dalam kasus ini telah berlangsung dengan baik , ternyata ada
kejanggalan yang terjadi dibalik kemenangan kasus ini yakni ada oknum yang
meminta success fee. Padahal sudah jelas perkara yang ditangani ini adalah

perkara yang menimpa warga miskin.

Pada dasarnya Advokat dilarang keras menerima komisi atau disebut bayaran dari
pihak terkait perkara yang sedang ditangani. Namun, dalam UU tersebut tidak
secara gamblang menjelaskan bahwa hak tersebut tidak diperbolehkan. Disisi
lainnya, Asfinawati berasumsi bahwasannya Advokat tidak boleh menerima

bayaran atau dalam bentuk hadiah. Hal tersebut termuat dalam kode etik profesi.

Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 21 bahwasannya jika “Pihak pemberi
bantuan hukum tertangkap meminta imbalan, maka akan disanksi secara pidana

yakni 1 Tahun dengan besar denda Rp. 50.000.000. bahwa, bantuan hukum



diartikan sebagai konsep dengan tujuan mewujudkan nilai persamaan di harapan
hukum maupun pembelaan bagi semua individu dalam kerangka keadilan bagi

setiap orang.

Sehingga, terkait hadiah yang diberikan sebagai rasa terimakasi secara eksplisit
tidak dijelaskan pada UU ini. Adapun yang dilarang yaitu menerima bayaran dari
pihak lainnya. Namun, merujuk pada tujuan maka bantuan hukum yang diajukan
oleh pihak LBH dilaksanakan kepada kelompok warga miskin. Dari penjabaran
sebelumnya, maka penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian hukum
berjudul “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Larangan dalam Menerima
Pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum Sesuai Pasal 20 UU No 16 Tahun

2011 terkait Bantuan Hukum”.

B. Permasalahan dan ruang lingkup

1. permasalahan

a. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab pemberi bantuan hukum yang secara
sah meminta hadiah ataupun bayaran dari pihak pemberi maupun lainnya yang
berhubungan dengan perkara yang sedang dibela?

b. Apa faktor penyebab terjadinya hambatan dalam penyalurkan bantuan hukum

kepada warga miskin sesuai ketentuan Pasal 20 UU Nomor 16 Tahun 20117

2. Ruang Lingkup
Dapat diketahui bahwasannya ruang lingkup penelitian yakni hukum pidana serta
kajian terhadap analisis sanksi pidana terhadap larangan meminta bayaran dari

pihak penerima maupun warga miskin sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20



Undang-Undang No 20 Tahun 2011. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada

periode 2022.

C. tujuan dan kegunaan

1. Tujuan

a. Untuk menegtahui serta menggambarkan bentuk tanggungjawab pemberi
bantuan hukum yang meminta hadiah dan bayaran dari pihak yang terkait
perkara yang saat ini ditangani?

b. Untuk memahami serta mendeskripsikan terkait daktor penghambat dalam
mengimplementasikan Pasal 20 UU No 16 Tahun 2011

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis, hasil pelaksanaan penelitian mampu menyediakan wawasan dan
pengetahuan di ranah hukum pada umumnya. Khususnya dalam analisis
sanksi pidana terhadap larangan meminta bayaran dari pihak penerima
maupun masyarakat miskin sesuai Pasal 20 UU No 16 Tahun 2011 mengenai
Bantuan Hukum.

b. Praktik, Hasil pelaksanaan penelitian diharapkan mampu dijadikan sebagai

masukan serta bantuan positif bagi upaya perlindungan serta
pertanggungjawaban hukum terhadap analisis sanksi pidana atas larangan
meminta bayaran dari masyarrakat miskin sesuai dengan Padal 20 Undang-

Undang No 16 Tahun 2011 terkait bantuan hukum.



D. Kerangka teori dan konseptual

1.  kerangka teori

sebagai konsep bernilai abstraksi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk
melaksanakan identifikasi terhadap setiap dimensi di ranah sosoial yang telah
dinyatakan relevan. 7 teori hukum dapat dimanfaatkan untuk menganalisa serta
menjelaskan terkait definisi hukum maupun konsep yuridis, relevan dengan
tujuan menjawab masalah yang muncul dalam penelitian hukum.® Karena
dengan adanya feedback yang relatif erat diantaea teori dan aktivitas
pengumpulan, analisis serta konstruksi data. Adapun beberapa teori yang akan
dipaparkan antara lain:

a) Teori keadilan

hukum wajib menjamin keseluruhan individu dengan kedudukannya yang sama
menurut hukum dan pengadilan tidak diizinkan untuk membandingkan strata
sosial dan tidak terdapat psioritas kelompok kata dan kelompok miskin ketika
memperoleh keadilan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat unsur
diskriminasi. Oleh karenanya, disahkan UU No 16 Tahun 201 dengan harapan

semakin konsisten dalam memberikan perlindungan atas hak kelompok miskin.®

Kemudian, teori yang selanjutnya yaitu keadilan yang merupakan kewajiban
pokok yang ada pada institusi sosial, sebagaimanakah kebenaran yang terdapat
dalam pemikiiran. Teori ini mewajibkan harapan tinggi dari individu yang
beruntung dalam memberikan sumbangsih prospek pada warga lemah, berbagai

jenis ketimpangan dalam ranah ekonomi maupun sosial yang harus diperhatikan.

7 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Pers, 1986), 124
8 Salim HS, Perkembangan Teori pada Ranah llmu Hukum, (Jakarta: Rajawali, 2010), 54
® Abdurahmad Ridwan Syahrani, Hukum & Peradilan, (Bandng: Alumni, 1978), 71



Tidak semua posisi soal merupakan hal relevan. Hal ini disebabkan tidak hanya
petani, tetapi juga para petani gandum, susu, maupun petani yang saat ini bekerja

di wilayah tanah yang relatif besar maupun kelompok yang lain.

Keberadaan kewarganegaraan yang sebanding dengan posisi yang ditentukan
oleh jenis pendapatan. Keadilan merupakan fairness yang mempunyai penilaian
bahwasannya sistem sosial dari posisi kewarganegaraan sebanding dengan level
pendapatannya.® Adapun nilai keadilan yang dimaksudkan yakni dalam segi hak
serta kewajiban yang setara dihadapan hukum tanpa mengetahui besarnya
kekayaan maupun status sosial. Plato berasumsi bahwa keadilan yaitu “Justice
consisted in harmonious relation, between several part of social organism.
Citizens must complete his duty in his haunted place and do thing dor which his

nature is best suited”. **

Plato menjabarkan keberadaan keadilan tersebut dapat dipengaruhi pula olehcita-
cita kolektivistik yang telah terjalin secara harmonis dari setiap makhluk sosial.
Masing-masing masyarakat wajib menjalankan tugasnya berdasarkan pada posisi
maupun sifat alamiah. Pembuat kebijakan seharusnya mampu menempatkan
secara jelas terkait posisi masyarakat terkait dimana serta situasi bagaimanakah

yang sesuai bagi mereka.

Hal ini dikarenakan masing-masing individu bukan sebagai jiwa yang telah
terisolir serta bebas untuk menjalankan apa saja yang mereka kehendaki dengan

merujuk pada regulasi serta tatanan secara keseluruhan yan g mampu menekan

10 Jhon Rawls, Justice Theories, (Yogakarta: Pustaka Belajar, 2006) 134.
1'M. Muslehudin, A Philosophy of Islamic law and orientalist: The Comparative Studies of
Islamic System (Lahore: Publication of Islamic, 1986) 42
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setiap keingnan diri yaitu sebagai individu sosial. Disamping itu, Aristotelas
mempunyai pandangan yang berbeda, dimana keadilan mengandung unsur
kesamaan, bahwasannya masing-masing benda yang tersebar di alam sekitar ini
dapat dikelompokkan dengan rata yang juga dapat dikontrol oleh hukum yang

ada.

Adapun yang dimaksud dengan keadilan secara distributive yaitu keadilan yang
ditentukan oleh pihak pembuat UU, penyalurannya berisikan hak, jasa serta
kebaikan bagi setiap warga berdasarkan pada prinsip kesamaan dalam segi
kegunaan. Sementara yang dimaksud dengan keadilan korektif yakni bentuk
keadilan yang menjamin, mengontrol hingga memelihara setiap penyerangan
ilegal yang terjadi. Kemudian, keberadaan fungsi korektif diatur secara langsung
oleh hakim dengan cara menstabilkan kembali kehadiran status quo dengan
menstabilkan apa yang menjadi milik korban yang dirugikan ataupun mengalami

kehilangan.?

Aristoteles mulai mempengaruhi pendapat yang dijelaskan oleh John Rawls yang
mana subyek utama dari keadilan ialah struktur dasar masyarakat, yang mana
secara lebih tepat, cara Lembaga sosial untuk menyalurkan hak serta kewajiban
pokok serta menetapkan pembagian keuntungan pada setiap kerjasama yang telah
dijalin. Keadilan menurut pandangan sosial ini disesuaikan dengan hak maupun
kewajiban vital yang diterapkan pada pola perlindungan struktur maupun kondisi

sosial masyarakatnya.

2 M. Muslehudin, Filsafat dalam hukum islam dan perspektif orientalistis: Study perbandingan
dalam sistem hukum islam, (Yogyakarta: TiaraYogya, 1991) 36
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Abdul Ghofur Anshori telah mengutip teori keadilan yang diasumsikan oleh Jhon
Rawls yang menjelaskan bahwasannya prinsip pokok dari pada keadilan bertolak
dari konsep keadilan umum yaitu sebagai berikut:* “social values, oportunity,
liberty and wealth, and bases of self-respect--are to be distributed equally unless

then unequal distribution of any, of these values is to everyone's advantages.”

Terdapat dua bahasan penting diantaranya: kebebasan diletakan secara sejajar
dengan nilai yang lain, kemudian, konsep universal dari keadilan tidaklah

memberikan tempat istimewa bagi kebebasan.

Ketidakseragaman dalam mendistribusikan nilai sosial bisa dibenarkan apabila
kebijakan tersebut ditempuh dengan tujuan menjalin serta membawa
kebermanfaatan bagi setiap individu. Rawls menyediakan tempat serta
menghargai setiap hak untuk menikmati hidup secara layak sebagai makhluk,
khususnya bagi mereka yang beruntung. Dari penjabaran diatas, diketahui bahwa
pandangan teori keadilan ini mampu membantu ketika mendeskripsikan berbagai
unsur konstitutif dalam sistem hukum Negara serta tujuan kebijakan pemerintah
yang berkenaan dengan bantuan hukum yang dimaksudkan bagi seluruh
masyakrat maupun individu tidak mampu sebagai bentuk upaya dalam

melaksanakan prinsip dalam equality before law.

b) Teori faktor yang memperngaruhi proses penegakan hukum

Soekanto menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 4

13- Abdul Ghofur, Filsafat Hukum, (YogyakarTA: University of Gajah Mada, 2006), 50
14 Soerjono, Faktor yang mempengaruhi aktivitas penegakan hukum, (Jakarta: PT Grafindo, 2016)
11
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1) Faktor Undang-undang
Undang-undang ialah sarana untuk menghasilkan kesejahteraan baik
material maupun spiritual bagi individu dan warga dengan cara pelestarian

maupun pembaharuan.

2) Faktor penegak hukum
Penegak hukum berasal dari kelompok yang terlibat dalam aktivitas
penegakan hukum namun bukan dari bagian law enforcement, dan juga
peace maintenance, kalangan tersebut meliputi mereka yang bertugas di
ranah  kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, kepolisian  serta
kemasyarakatan. Pihak penegak hukum sebagaimana halnya dengan
masyarakat yang lain. Hal tersebut memiliki beragam peranan serta
kedudukan secara sekaligus meskipun demikian pihak penegak hukum
berada pada golongan panutan bagi warga yang harusnya memiliki

kemampuan tertentu berdasarkan pada aspirasi warga.

3) Faktor sarana serta fasilitas pendukung
Tanpa sarana serta fasilitas pendukung maka tidak akan mungkin ektivitas
penegakan hukum mampu berjalan dengan baik. dalam hal ini terdiri dari

tenaga manusia, peralatan memadai, dana yang cukup.

4) Faktor masyarakat
Penegakan hukum bersumber dari masyarakat setempat dengan tujuan
mendapatkan kedamaian bagi mereka. Oleh karenanya, dipandang dari
sudut tertentu, sehingga warga dapat mempengaruhi penegakan hukum

sesuai dengan pandangan masyarakat
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5) Faktor Kebudayaan
Faktor ini ini berkaitan erat dengan faktor masyarakat. sebenarnya Bersatu
pada dengan faktor masyarakat lainnya. hal ini dikarenakan dalam
pembahasannya dipusatkan kepada persoalan sistem nilai yang menjadi

pokok dari kebudayaan secara non materil.

2. Konseptual

Merupakan kerangka yang mendeskripsikan relasi antara konsep khusu yang

terdiri dari kumpulan arti yang berhubungan dengan istilah yang akan ditelilti.*®

a. Analisis ialah bentuk penjabaran dari sistem informasi secara utuh kedalam
beragam komponen dengan maksud agar kita mampu mengevaluasi setiap
persoalan yang akan muncul, sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani
maupun diperbaiki.®

b. Penerapan merupakan perbuatan yang menerapkan. Terdapat beberapa ahli
yang menjelaskan bahwa penerapan merupakan perbuatan mempratekkan
teori, metode maupun hal yang lain untuk menuntaskan tujuan bagi
kepentingan yang diinginkan baik oleh individu maupun kelompok yang
sebelumnya telah dikemas maupun disusun.’

c. Larangan merupakan regulasi yang memuat larangan atas perbuatan. Sesuatu
yang dilarang tersebut dapat dipandang keramat maupun suci.8

d. Menerima dapat didefinisikan juga menyambut sesuatu yang sebelumnya

disediakan.®

15 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: University of Indonesia, 1989), 103
16 Baddu & Suttan M. Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustka, 2010), 14

17 Kamus Besar Bahasa Indonesia

18 ibid

19 ibid
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e. Pembayaran ialah bentuk kewajiban yang wajib dibayarkan sesuai nilai yang
sebelumnya telah disepakati. Apabila tidak dibayarkan hingga batas jatuh
tempo.?°

f. Penerima yaitu individu yang mendapatkan rangsangan yang bersumber dari
pihak lainnya.?

g. Bantuan hukum ialah organisasi kemasyarakatan yang menyediakan sejumlah
pelayanan.??

h. Warga miskin ataupun kelompok dengan sumber pencaharian, upah yang
hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak akan tetapi belum cukup

mampu dalam membayar iuran baik bagi diri pribadi ataupun keluarga.?

E. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan tujuan seperti yang sebelumnya telah ditentukan, maka

penelitian ini memuat 5 sistematika penulisan, yaitu:

I. PENDAHULUAN
Bagian bab ini memuat latar belakang, ruang lingkup, tujuan, kegunaan, kerangka

konseptual dan teoritis serta sistematika penulisan.

1. TINJAUAN PUSTAKA
Bagian bab ini berisi mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia, proses
pemasyarakatan,tinjauan umum narapidana, Pengertian Bantuan Hukum, Tinjauan

Umum Penyelenggara Bantuan Hukum dan Pengertian Pemberian Bantuan

20 ibid
21 ibid
22 ibid
2 ibid
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Hukum.

I1l. METODE PENELITIAN

Bagian bab ini mendeskripsikan metode yang diimplementasikan dalam
menghimpun maupun mengolah data penelitian secara lebih akurat. Beberapa
metode yang yang digunakan yaitu pendekatan permasalahan, jenis dan sumber

data, tahapan pengumpulan, pengolahan maupun analisa data

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian bab ini berisi topik bahasan dari penelitian yang dihasilkan oleh peneliti
tentang kajian Analisis Penerapan Pasal 20 tentang Larangan Menerima
Pembayaran Dari Masyarakat Tidak Mampu Sesuai Undang-Undang No 16

Tahun 2011

V. PENUTUP
Bagian bab ini mendeskripsikan hasil bahasan yang sebelumnya telah diteliti
oleh penulis yang berisikan kesimpulan beserta dengan saran yang berkaitan

dengan pokok permasalahan yang ada.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum ini erat kaitannya dengan profesi advokat. Kata advokat
dalam bahasa Inggris sebagai kata benda yang mengandung arti individu dengan
profesi menyediakan pelayanan konsultasi hukum di dalam ataupun luar
pengadilan, yang mana saat ini lebih dikenal dengan pengacara. Sementara dalam
kajian hukum Islam, “advokat” berasal dari bahasa Arab yakni almahamy dengan
arti setara dengan advocacy yaitu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan
bantuan hukum yang bertujuan mengakomodir setiap yang memerlukan
penyelesaian hukum. Sementara, pekerjaan ini juga dikenal dengan sebutan Al-

Mahammah yang mempunyai makna yang sama dengan advocacy. 2

Ketika berbica terkait bantuan hukum, maka tidak lepas dari permasalahan
hukum. Seperti yang telah dipahami Bersama bahwasannya keberadaan bantuan
hukum sebagai metode untuk mensejajarkan arah menuju pada pemetaan nilai
keadilan yang ditujuan kepada kontruksi hukum di wilayah Indonesia. Bantuan
hukum ialah istilah dalam hukum yang hingga sekarang belum mempunyai
pengertian secara pasti terkait bantuan hukum, sehingga kalangan profesi hukum

di wilayah Indonesia ini menjelaskan definisi bantuan hukum dengan sendirinya.

Z4https://id-shvongcom/law-&-politic/law/22888124-pengertian-bantuan-hukum/#ixz 2UIMTzV3,
diakses pada 28 sept, 2021


http://id-shvoongcom/law-and-politics/law/2288124-pengertian-bantuanhukum/#ixzz
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Disisi lainnya, dalam Pasal 1 poin 9 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 yang
membahas tentang Advokat, “bantuan huukum merupakan jasa hukum yang
disalurkan oleh seorang advokat secara cuma-cuma kepada setiap klien miskin”.
Sementara pengertian bantuan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 yaitu
“Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang didistribusikan oleh setiap bantuan
hukum kepada masyarakat miskin”. Disamping pengertian diatas, terdapat

pengertian lainnya tentang bantuan hukum di Indonesia, sebagai berikut:

1. Lasdian Walas berpendapat bantuan hukum ialah jasa yang menyediakan
bantuan hukum dengan bersikap sebaik mungkin sebagai pihak pembela dari
individu yang terjerat perkara pidana ataupun kuasa hukum dalam perkara
perdata.?®

2. Pendapat lainnya disampaikan oleh K. Smith, Santoso & DJ. Keenan bahwa
bantuan hukum yakni berupa nasehat hukum yang menjadi kuasa dari setiap
individu yang saat ini sedang berperkara yang ditujukan kepada individu yang
terlogong miskin dalam persoalan ekonomi sehingga menjadikan mereka tidak
berkemampuan untuk membayar advokat.?

3. Frans Hendra menambahkan bahwasannya bantuan hukum yaitu hak dari
kelompok tidak mampu yang diperoleh tanpa harus membayar sebagai
penjabaran kesetaraan hak dihadapan hukum. Hal demikian ini selaras dengan
ketentuan pada Pasal 34 Undang Undang Dasar 45 yang dimana didalamnya
disebutkan bahwa kelompok miskin merupakan bagian dari tanggung jawab
Negara. Terlebih lagi, terkait prinsip persamaan dihadapan hukum serta hak

untuk dibela oleh seorang advokat yang merupakan salah satu Hak Asasi

% |shak, Pendidikan Kea (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 05
% Soerjono, Bantuan hukum perspektif Sosio- Yuridis, (Jakarta: Graha Indonesia, 1963), 21
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Manusia yang sebaiknya dijamin dengan tujuan mengentas setiap jerat

kemiskinan khususnya pada ranah hukum. 2’

Dari pendapat sebelumnya dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum ialah proses
pemberian jasa baik yang berbentuk nasihat maupun hal lainnya sebagai
perwujudan dalam membela seseorang yang sedang berperkara, hal tersebut
disalurkan kepada kelompok yang mengalami kekurangan dalam segi ekonomi.
Secara konsepsional, jika dipahami berdasarkan tujuan maupun orientasi, metode,
pendekatan maupun ruang lingkup kegiatan program bantuan hukum yang secara
khusus ditujukan kepada kelompok miskin yang buta akan hukum. Kemudian hal
tersebut dapat digolongkan menjadi dua konsep diantara tradisional dan juga

konstitusional.?®

Konsep tradisional ialah bentuk pelayanan hukum yang di distribusikan kepada
kelompok miskin dengan cara individu. diketahui sifata dari bantuan ini
dijalankan secara pasif dengan pendekatan formal- legal, dalam arti mengetahui
setiap persoalan hukum bagi kelompok miskin yang semata-mata berdasarkan
perspektif hukum yang tersedia. Orientasi dari bantuan hukum ini untuk
mendeskripsikan nilai keadilan bagi setiap warga tidak mampu atas hukum yang

saat ini berlaku, kehendak mana dilaksanakan dengan penuh semangat.

Konsep konstitusional merupakan bantuan hukum yang ditujukan kepada
kelompok tidak mampu yang dijalanan dengan tujuan lebih luas. Sehingga
menjadikan advokat harus lebih memperhatikan klien yang berasal dari warga

kurang mampu. Namun, kenyataannya yang tampak dari kota besar yakni bantuan

27 Frans Hendra, “Bantuan Hukum. HAM bukan sebagai belas kasihan, PT Efek media
komputindo, (Jakarta: 2020) hal, 07
28 Bambang Sunggono, Bantuan Hukum & HAM, (Bandung; Mandar Maju, 1994). 26
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hukum ditujukan kepada pihak berada. Sangat jarang bagi mereka yang terliput
oleh televisi, surat kabar maupun majalah yang ditujukan kepada warga kurang

mampul.

Disamping itu, dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat telah
menjelaskan secara tegas terkait bantuan hukum pedana pencari keadilan. Hal

demikian ini tertuang pada Pasal 22 Ayat 1, yaitu:

1) Advokat diwajibkan untuk memberikan jasa bantuan hukm kepada setiap
pencari keadilan

2) Ketentuan terkait persyarakat maupun metode pemberi bantuan hukum
seperti yang dijelaskan pada Ayat 1. Hal tersebut diatur juga dalam Aturan
Pemeritah yakni pada Pasal 22 UU No 18 Tahun 2003 mengenai Advokat
yang merupakan sentuhan moral kepada advokat agar dalam melaksanakan
profesinya wajib memperhatikan kepentingan kelompok miskin. Pasal tersebut
merupakan bentuk himbauan moral dan kemudian juga mengasah tingkat
kepekaan di lingkup sosial. Schuyt, Sloot & Groenendijk mengelompokkan

menjadi 5 jenis.?®
B. Tinjauan Umum Penyelenggaran Bantuan Hukum

Bantuan hukum berkedudukan penting pada setiap ranah peradilan. Tidak
terkecuali di wilaah Indonesia ini. Sub sistem jaksa, polisi, mengadilan, pekerja
kemasyarakatan maupun advokat harus mampu menjalin kerja sama dalam
mencapai tujuan Bersama mereka, diantaranya: mencegah kejahatan hingga

merehabilitasi semua pelaku kejahatan lalu mengembalikan mereka ke masyarakat

29 Soerjono Soekanto, hal 27
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sekitar. Bantuan hukum menjadi bagian terkecil dari profesi advokat yang mampu

menjalankan peran penting untuk mengakomodir kelompok miskin. UU Bantuan

Hukum diselenggarakan dengan tujuan mengakomodir penyelesaian persoalan

hukum yang dihadapi kelompok masyarakat miskin sebagaimana yang dijelaskan

dalam Pasal (6) Ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011.

1. Bantuan hukum dilaksanakan dengan tujuan mengakomodir setiap
permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum

2. Proses pendistribusian bantuan hukum dilaksanakan oleh Menteri yang
berlandaskan pada UU terkait

3. Menteri seperti yang dijabarkan pada Ayat 2 dengan tugas, antara lain:

a. Menyusun lalu menetapkan setiap kebijakan

b. Menyusun lalu menetapkan standar bantuan hukum

c. Menyusun rencana anggaran
Mengelola keseluruhan anggaran secara efektif serta transparan

d. Menyusun lalu menjabarkan laporan penyelenggaran hukum setiap akhir
than. Sementara itu, Menteri juga berwenang untuk:

1. Menjalankan fungsi pengawasan dalam penyaluran bantuan hukum yang
dijalankan merujuk pada asas serta tujuan sebagaimana yang dijelaskan dalam
Undang-Undang:

2. Melaksanakan verifikasi maupun akreditasi atas Lembaga kemasyarakatan
untuk menjamin kelayakan sebagai pihak penyelenggaran bantuan hukum
yang berjalan selaras dengan UU. Dalam menjalankan verifikasi serta
akreditasi seperti yang tertuang dalam Ayat 1 poin b yang mana Menteri
membentuk panitia dengan unsur, antara lain:

a) Kementerian melaksanakan urusan yang berkaitan dengan aktivitas
pemerintahan di ranah hukum dan HAM

b) Akademisi

c) Organisasi yang menyediakan layanan
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Verifikasi serta akreditasi yang dimaksudkan pada Ayat sebelumnya dijalankan
setiap 3 Tahun sekali. Kemudian ketentuan lanjutan terkait metode verifikasi serta
akreditasi seperti yang sebelumnya dijelaskan pada aturan Menteri. Proses
pemberian hukum pada kasus pidana maupun perdata bagi setiap pencari keadilan
yang berasal dari golongan miskin di lingkup peradilan umum supaya mengacu
pada pedoman pemberian bantuan hukum seperti yang telah termaktub didala
Lampiran A Surat Edaran Mahkamah Konstitusi No 10 Tahun 2010 mengenai

pedoman pemberian bantuan hukum.

C. Pemberi Bantuan Hukum
Lasdian Walas berpendapat bahwa pemberi bantuan hukm diklasifikasikan

kedalam dua golongan, diantaranya:

1. Pemberi bantuan hukum yang menjalankan pekerjaannya sebagai pencarian
utama seperti konsultan, advokat serta pengacara

2. Pemberi bantuan hukum yang menjalankan pekerjaannya bukan sebagai jalan
pencarian utama, seperti halnya TNI, setelah memperoleh izin terlebih dulu

dari pihak pimpinan, komandan maupun orang swasta. *

Merujuk pada UU Advokat, yang didefinisikan sebagai pihak penyedian bantuan
hukum yaitu Instansi batuan hukum. Hal demikian ini dapat dipahami berdasarkan
Pasal 1 Ayat (3), yaitu: “Pemberi bantuan hukum berasal dari Lembaga ataupun

organisasi masyarakat yang menyediakan layanan merujuk pada UU ini”.

Sementara, Lembaga bantuan hukum ialah Lembaga masyarakat sipil yang

bertugas sebagai pihak penyedia bantuan pada organisasi advokat, konsultasi

%01shaq, Ibid. him 7



22

maupun bantuan hukum di lingkup perguruan tinggi.®* Bentuk perwujudan dari
peaksanaan bantuan hukum yang menjadi wadah yang saat itu diresmikan di

Jakarta dengan nama Lembaga Bantuan Hukum.

Dalam buku yang telah diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum berjudul “Dua
Tahun Lembaga bantuan hukum” (1972) memuat beberapa hal, antara lain:
setelah bulat dengan pemikiran sehingga pada Kongres 111 PERADIN, Sdr.
Adnan Buyung secara resmi telah mengajukan pandangan berbentuksuatu kerta
kerja dengan tujuan yaitu mendirikan Lembaga bantuan hukum yang tersebar di
penjuru Indonesia ini, sebagai bentuk permulaan di wilayah Jakarta adalah Pilot
Project, apabila Lembaga bantuan ini berhasil di wilayah Jakarta, maka kemudian

akan kembali diperluas keseluruh wilayah Indonesia.?

Pada 2019 PERADIN kembali mengagendakan Kongres yang berlokasi di
Jakarta. Dari kongres tersebut berhasil mendirikan Lembaga bantuan hukum bagi
kelompok kurang mampu. Adnan Buyung menjelaskan bahwa tujuan dari

Lembaga, antara lain:

1. Menyediakan Bantuan Hukum yang ditujukan kepada kelompok miskin.
2. Menumbuhkan dan membina kesadaran kelompok miskin terkait hak mereka
sebagai subjek hukum

3. Menjalankan pola modernisasi yang merujuk kepada perkembangan zaman.*?

Didalam buku tersebut telah dijelaskan terkait peranan maupun fungsi

keberadaan Lembaga Bantuan Hukum, yaitu: Public Service, hal ini berkaitan

31Surat Edaran Mahkama Agung, ibid. him 5
%2 Soerjono Soekanto, Ibid, him 32
33 Adnan Nasution, Bantuan hukum di wilayah Indonesia, LPJES, Jakarta,1998, him .110
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dengan status sosial maupun ekonomi yang sebagian sudah pernah dijabarkan
yang mana karena sebagian besar warga kita tergolong miskin untuk membayar

jasa orang advokat, sehingga Lembaga ini akan menyalurkan jasa.

Social Education, yakni berkaitan dengan keadaan sosial, yang mana Lembaga
denga perencanaan matang dan sistematis serta menggunakan metode Kkerja
praktis yang diharuskan untuk menyediakan berbagai petunjuk untuk mendidik
warga sehingga lebiih menyadari dan memahami hak serta kewajiban menurut
pandangan hukum, yang kemudian mampu menumbuh kembangkan tingkat

kesadaran hukum warga.

Pembaruan hukum dari berbagai pengalaman praktis pada saat menjalankan
fungsi sebagai Lembaga bantuan hukum yang mendapatkan banyak regulasi
hukum yang telah using dan tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan terkadang
hal tersebut bertentangan dengan perkembangan kondisi saat ini. Berdasarkan
pengalaman tersebut maka kemudian Lembaga ini dapat mempelopori berbagai
usulan perubahan UU menuju kepada setiap pembaharuan hukum dengan tujuan

mampu memenuhi setiap kebutuhan dalam proses pembangunan saat ini.

Pembukaan lapangan kerja telah menjadi kenyataan bahwasannya saat dewasa ini
banyak sekali sarjana hukum yang menganggur ataupun mereka bekerja pada
bidang yang tidak relevan dengan pendidikannya. Lembaga bantuan hukum jika
didirikan diseluruh Indonesia maka akan memanfaatkan seluruh lulusan sarjanan

hukum yang mampuni dibidang tersebut.

Practical Training ialah sebuah fungsi yang terakhir namun juga keberadaannya

penting bagi instansi dalam mendekatkan diri mereka dan juga menjalin hubungan
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yang baik dengan setiap sentrum ilmu pengetahuan yang kemudian dijadikan
sebagai pola kerjasama diantara Lembaga dengan Lembaga hukum setempat. Pola
kerja sama ini mampu menghadirkan berbagai nilai keuntungan bagi kedua belah
pihak. Yang mana bagi fakultas hukum, keberadaan Lembaga ini dapat dijadikan
sebagai sarana praktik bagi seluruh mahasiswa dengan konsentrasi ilmu hukum
sehingga mereka mampu mempersiapkan dirinyya untuk kemudian menjadi
lulusan sarjana terbaik dalam bidang hukum. Mereka juga dapat menguji teori

yang sebelumnya mereka pelajari dengan kenyataan di lapangan.®*

Memang tidak semua Lembaga bantuan hukum dalam konteks aturan mampu

berperan sebagai pemberian bantuan hukum. Seperti yang dijabarkan dalam Pasal

8 Ayat (2), yaitu:

(1) Proses penyaluran bantuan hukum dijalankan oleh bantuan hukum yang
dinyatakan memenuhi sejumlah persyaratan

(2) Adapun poin syarat-syarat pemberi bantuan hukum, berikut ini:

mempunyai badan hukum

terakreditasi berdasarkan UU

terdapat secretariat yang tetap

terdapa pengurus, serta
mempunyai program bantuan hukum

P00 T

Pimpinan pusat penerangan Kemendagri Reydonazir Moenek menjelaskan, kala
itu pihak pemerintah dan DPR sedang mengkaji terkait revisi UU No 8 Tahun
1985 terkait Ormas. Oleh karenanya, Lembaga pemberi bantuan hukum dalam
bentuk ormas wajib tunduk kepada UU tersebut. Khususnya pada persoalan
transparansi pengelolaan uang. Dalam konsep UU ini, kewajiban pihak pemberi

bantuan hanya berkaitan dengan status organisasi, namun juga menganai

3%4Sperjono Soekanto, Op.Cit, hlm, 123-125
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pelaksanaan tanggung jawab keuangan. Dana bantuan hukum berasal dari APBN,
maka tanggung jawabnya pun harus tunduk pada mekanisme keuangan Negara
ini. dapat diartikan bahwa adanya risiko hukum yang sepatutnya diantisipasi oleh

organisasi pemberi bantuan hukum.®

Bagi Lembaga bantuan hukum yang terdapat dilingkup perguruan tinggi, status
badan hukum mampu melekat pada perguruan tingginya. Contohnya, kampus
swasta daam bentuk Yayasan yang didalamnya terdapat biru bantuan hukum.
Sehingga, badan bantuan hukum secara langsung akan melekat pada Yayasan
tersebut. Dari ketentuan Pasal 1 dan 10 UU Bantuan Hukum, dijelaskan
bahwasannya hak maupun kewajiban bagi pemberi bantuan hukum

mendeskripsikan bahwasannya meraka berhak untuk:

a. Melakukan rekrutmen terhadap dosen, paralegal dan juga mahasiswa hukum.

b. Melaksanakan berbagai jenis pelayanan yang berkenaan dengan bantuan
hukum

c. Mengadakan penyuluhan, konsultasi serta program hukum lainnya yang

berhubungan dengan penyelenggaran bantuan hukum
d. Menerima anggaran yang bersumber dari Negara untuk menjalankan bantuan
hukum sesuai UU
e. Mengecualikan pernyataan yang membela pembicara yang kemudian menjadi
tanggung jawab pada sidang di pengadilan yang merujuk pada ketentan UU
f.  Memperoleh berbagai informasi dan data diri lainnya dari pihak pemerintah
maupun instansi lainnya bagi kepentingan pembelaan perkara,
g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum, keselamatan, keamaan selama
menjalankan proses pemberian bantuan.
h. Sementara itu, pihak pemberi bantuan hukum mempunyai kewajiban
diantaranya untuk:
a) Membuat laporan kepada Menteri mengenai program bantuan hukum
b) Membuat laporan setiap menggunakan anggaran Negara yang digunakan
untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan UU
c) Mengadakan Pendidikan serta pelatihan Bantuan Hukum yang ditujukan
kepada paralegal, dosen, advokat serta mahasiswa yang direkrut
sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (a)
d) Menjaga kerahasiaan informasi, data ataupun sejumlah keterangan yang
dihasilkan dari penerima bantuan hukum yang berhubungan dengan

Shttps://www.hukum-online.com/berita/baca/It506927654d640/pemberi-bantuan- wajib-berbadan-
hukumdiakses padatanggal 18 September 2021


http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt506927654d640/pemberi-bantuan-hukum-wajib-berbadan-hukum
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt506927654d640/pemberi-bantuan-hukum-wajib-berbadan-hukum
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perkara yang saat ini ditangani, kecuali hal lainnya yang ditentukan oleh
uu

e) Menyediakan bantuan hukum kepada penerima bantuan sesuai dengan
Syarat serta tata cara yang telah termaktub dalam UU hingga perkara
dinyatakan selesali, terkecuali terdapat alasan sah menurut hukum memb

Dari Pasal diatas, dapat diperjelas bahwa hak maupun kewajiban pemberi

bantuan hukum vyakni perekrutan, perlindungan hukum, Pendidikan serta

pelayanan bantuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam UU No 16 Tahun

2011 mengenai bantuan hukum pada Pasal 11, diantaranya:

Penerima Bantuan Hukum dinyatakan berhak untuk:

a.  Memperoleh bantuan hukum hingga persoalan hukum selesai, selama
penerima bantuan hukum terkait tidak mencabut surat kuasanya;

b.  Memperoleh bantuan hukum berdasarkan standar maupun kode etik advokat;
serta

c.  Memperoleh informasi serta dokumen yang bersangkutan dengan pelaksaan

pemberian bantuan hukum berdasarkan ketentuan UU.

Penerima bantuan hukum wajib untuk:

a. Menjelaskan bukti, informasi maupun keterangan perkara dengan benar
kepada pemberi bantuan hukum

b. Mengakomodir kelancaran pemberian bantuan hukum. Proses pendanaan
bantuan hukum terkait pembiayaan penyelenggaraan bantuan hukum
sebagaimana yang tertuang pada Pasal 16, 17, 18 dan 19 mengenai UU

bantuan hukum, antara lain:

Pasal 16

(1) Pendanaan bantuan hukum vyang dibutuhkan serta digunakan dalam
menyelenggarakan bantuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam UU
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(2) Selain dari pendanaan seperti yang tertuang pada Ayat 1, sumber pendanaan
bantuan hukum dapat bersumber dari:

a. Sumbangan, atau

b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pada Pasal (17)
Ayat 1 dijelaskan pemerintah wajib untuk mengalokasikan dana
penyelenggaraan bantuan hukum pada APBN.

Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum seperti yang dijelaskan pada Ayat 1
yang didistribusikan pada anggaran Menteri dengan menyelenggarakan urusan
pemerintah di ranah hukum maupun HAM. Kemudian, pada Pasal 18 dijelaskan
secara lebih lanjut terkait tata cara pendistribusian dana bantuan hukum seperti
yang tertuang pada Pasal (16) Ayat 1 kepada pemberi bantuan hukum yang diatur

dalam aturan pemerintah.

Pasal 19

(1) Daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaran bantuan hukum dalam
APBD

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan bantuan hukum seperti yang

tertuang pada Ayat 1 yang dijelaskan pada peraturan daerah.

D. Pengertian Masyarakat Tidak Mampu

Masyarakat tidak mampu sering disebut juga dengan warga miskin yakni kondisi
dimana terdapat ketidakmampuan dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok
seperti halnya pakaian, makanan, tempat hidup, kesehatan maupun pendidik.
Kemiskinan tersebut dikarenakan banyaknya kelangkaan alat pemenuh kebutuhan
utama, sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. sementara kemiskinan
ialah persoalan kompleks dan luas. Kemiskinan diketahui dalam beragam cara.

Sementara dalam KBBI dijelaskan masyarakat miskin ialah masyarakat dalam
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kondisi tidak mampu untuk memenuhi setiap kebutuhan pokok berupa makanan,

tempat berlindung, Pendidikan, kesehatan dan juga pakaian.

Kemiskinan tersebut diakibatkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan pokok
maupun adanya kesulitan dalam segi Pendidikan maupun pekerjaan. pemahaman
utama meliputi:

1. Deskripsi mengenai kekurangan materi dalam kebutuhan keseharian.
perumahan, sandang maupu pelayanan kesehatan. Dalam definisi ini,
kemiskinan dipahami sebagai keadaan langkah atas barang maupun
kebutuhan pokok

2. Deskripsi mengenai kebutuhan sosial, seperti halnya keterkucilan sosial,
ketidakmampuan, ketergantungan dalam berpartisipasi dengan masyarakat
sekitar. Hal ini meliputi informasi dan juga Pendidikan. Keterculilan tersebut
biasanya dibedakan dari kemiskinan, hal tersebut meliputi berbagai
permasalahan moral ataupun sosial, tidak di batasi pada ranah ekonomi saja.

3. Deskripsi mengenai kurangnya jumlah penghasilan maupun kekayaan yang

cukup memadai.®®

Keberadaan UUD 1945 telah menjamin nilai persamaan dihadapan hukum seperti
yang diterangka pada Pasal 27 Ayat (1) yaitu “Setiap masyarakat mempunayi
persamaan kedudukan dalam pandangan hukum serta pemerintahan wajib
menunjang hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.”
Sementara itu, hak untuk didampingi sekurangnya oleh penasehat hukum
sebagaimana yang tertuang pada Pasal 54 KUHAP dengan tujuan utama yakni

membela pihak terdakwa. Kemudian, mereka juga berhak mendapatkan bantuan

3 Wikipedia, Kemiskinan, (http:/id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan, 13 Januari 2022), 2022.
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hukum dari advokat selama berada dalam proses pemeriksaan yang disesuaikan

dengan tata cara yang dijelaskan dalam UU.



I1l. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto mengasumsikan bahwa penelitian hukum sebagai aktivitas
ilmiah yang memuat metode sistematis dengan tujuan mengkaji gejala hukum
dengan cara menganalia.®” Peneliti mengimplementasikan jenis penelitian yuridis
empiris serta yuridis normatif. Pendekatan normatif diartikan sebagai pendekatan
hukum kepustakaan yang dijalankan dengan mendoktrin asas hukum dan juga
norma.® Sementara pendekatan yuridis dimaksudkan untuk menghasilkan
kejelasan serta pemahaman dari persoalan yang ada, sehingga penelitian yang

dijalanakn harus merujuk pada studi kasus.3®

1. Pendekatan Yuridis Normatif ialah jenis pendekatan yang dilaksanakan
dengan menghimpun serta mempelajari berbagai aturan hukum yang berlaku
yang mempunyai kaitan erat dengan persoalan penelitian yang terdiri dari
aturan UU, dokumen resmi maupun sumber yang lain namun mempunyai
kaitan dengan penelitian yang saat ini dijalankan.*® Dalam penelitian ini, peneliti
menelaah studi komparatif ketika mengimplementasikan kebijakan perlakuan kasus

terhadap analisis penerapan Pasal 20 mengenai larangan meminta bayaran dari pihak

lainnya selaras dengan yang tertuang dalam UU No 16 Tahun 2011 yang mana lokasi

37 Abdul Kadir Muhamad, Hukum & Implementasi penelitian hukum (Bandung: PT Citra Adhytya
Bakti, 2004), 32

38 Soerjono Pelaksanaan penelitian hukum dengan cara normatif, (Jakarta: PT Grafindo, 2004),
14

39 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian hukum, (Jakarta: University of Indonesia, 1983), 04 4

40 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, 134
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pelaksanaannya berda di Bandar Lampung pada periode 2021.

2. Pendekatan Yuridis Empiris ialah pendekatan yang merujuk pada identifikasi
serta efektivitas hukum yang dijalankan dengan meneliti serta menghimpun
data primer yang dihasilkan langsung dari kegiatan pengamatan terhadap

persoalan yang sedang dibahas.*

B. Sumber dan Jenis Data
Sumber data dapat didefinisikan sebagai wadah dalam menghasilkan sejumlah
data. penelitian ini dilaksanakan dengan sumber data yang diperoleh di lapangan

dan studi kepustakaan. Sementara jenis data penelitian terdiri dari:*2

1. Data Primer

lalah sejumlah data yang yang bersumber dari subjek utama yakni dari kegiatan
di lapangan Bersama subjek yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan
penelitian.

2. Data Sekunder

lalah sejumlah data yang bersumber dari aktivitas kepustakaan yang berupa arsip
serta dokumen maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian
yang sedang dilaksanakan untuk memperlajari berbagai hal yang bersifat teoritik,
berbagai konsep maupun pandangan, asas hukum serta doktrin yang berhubungan
dengan persoalan yang sedang dikaji. Jenis data sekunder ini dapat dibedakan

menjadi 3 diantaranya:

a) Bahan hukum primer diartikan sebagai bahan yang sifatnya mengikat, yakni

meliputi:

41 Zainuddin Ali, Metodelogi dalam penelitian hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12
42 Soerjono Soekanto, Op cit, 32
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1.  UU Nomor 16 Tahun 2011
2. PP RI No 83 Tahun 2008
3. SE Mahkamah Agung Nomor 10 mengenai pedoman dalam pemberian
bantuan hukum

b) Bahan hukum sekunder ini berisikan penjabaran dari bahan hukum primer
yang bersumber dari hasil penelitian, buku ataupun sumber terpercaya yang
lain.

c) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang didalamnya menyediakan
berbagai deskripsi atas kedua bahan hukum sebelumnya seperti halnya surat

kabar, kamus dan website terkait.*®

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam pelaksaanan penelitian terdiri dari orang-orang yang berkaitan
secara langsung sehingga mampu memberikan informasi secara jelas berkaitan
dengan kajian studi komparatif dalam penerapan kebijakan perlakuan khusus
terhadap narapidana lanjut usia dengan narapidana anak dengan mengambil lokasi
di Bandarlampung lalu akan dilakukan pada 2022. Adapun narasumber yang

diwawancarai adalah:

1. Advokat BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang
2. Advokat Kantor Advokat YLBH Bandar Lampung : lorang
3. Akademisi Fakultas Hukum . lorang

. 3orang

43 Soerjono Soekanto, Loc. Cit.
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
1. Pengumpulan data
Untuk menghasilkan data yang tepat serta akurat. maka peneliti dapat melakukan

beberapa prosedur pengumpulan data, antara lain:

a. Studi kepustakaan

lalah proses pengumpulan data yang dilaksanakan dengan membaca, mengutip,
mencatat, memahami serta menelaah buku maupun literatur yang berkaitan
dengan kajian analisis pengimplementasian Pasal 20 mengenai larangan memiinta
bayaran dari kelompok miskin seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No

16 Tahun 2011.

b. Studi lapangan

Hal demikian ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer. terdapat beberapa
cara yang dapat dijalankan salah satunya dengan wawancara terpimpin yakni
dengan memberikan pernyataan yang sebelumnya telah dipersiapkan yang

kemudian dilaksanakan langsung dengan responden.

2. Pengolahan Data

a. ldentifikasi data ialah proses meneliti kembali data yang sebelumna
dihasilkan terkait kelengkapan kejelasan serta kebenarannya, sehingga dapat
terhindar dari berbagai kesalahpahaman maupun kekurangan.

b. Klasifikasi data ialah proses pengelompokkan data dengan mengombinasikan,
membandingkan, menjabarkan serta menggambarkan data dalam bentuk
penjabaran untuk memperoleh kesimpulan.

c. Penyusunan data ialah memposisikan data pada bahasan secara sistematis
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sesuai runtutan permasalahan sehingga mempermudah proses analisa data.

E. Analisa Data

Data yang dihasilkan dari proses analisa secara kualitatif. Analisa ini
dilaksanakan dengan menjabarkan data berbentuk kumpulan kalimat yag disusun
secara runtun, logis tidak tumpeng tindih dan juga efektif sehigga mampu
mempermudah dalam mendapatkan kesimpulan dan dihasilkan deskripsi secara

jelas yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan penelitian. 4

4 Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, 127



IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Pemberi Bantuan Hukum yang Terbukti Secara Sah
Menerimanya atau Meminta Pembayaran dari Penerima Bantuan
Hukum yang Terkait dengan Perkara yang Dibelanya

Konsekuensi yang ditimbulkan dari prinsip equality before law yaitu seorang
individu yang berhak untuk diperlakukan secara sama dihadapan hukum. Hal ini
dikhususkan kepada kelompok kurang mampu yang terkait dengan persoalan
hukum. Disisi lainnya, Negara Indonesia secara konstitusional sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal (34) Ayat 1 UUD 1945 yang mendeskrispikan bahwasannya
masyarakat kurang mampu dan anak terlantar keberadaannya dipelihara oleh

Negara.

Kata dipelihara tersebut bukan hanya dalam segi kebutuhan pokok, akan tetapi
terkait akses keadilan maupun hukum, dengan prinsip ini maka tidak hanya dapat
dimaknai dengan persamaan di hadapan hukum. Sementara itu Rhode
menjelaskan bahwa prinsip ini kemudian dimaknai sebagai bentuk persamaan
terhadap akses sistem hukum maupun keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka
dapat menciptakan konsep maupun tujuan yang disebut akses terhadap hukum dan

juga keadilan.*

Dari prinsip maupun tujuan diatas, maka pemerintahan Indonesia secara resmi

mengeluarkan regulasi dengan tujuan untuk merealisasikannya yakni tertuang

% Supra, Sebuah kerangka kerja untuk menguatkan akses hukum & keadilan di Indonesia, (Jakarta), 06
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pada Undang-Undang No 16 Tahun 2011. Dapat dipahami bahwasannya substansi
dari regulasi tersebut yaitu mewajibkan pada aparat penegak hukum dalam hal ini
Advokat agar memberikan bantuan hukum yang ditujukan kepada kelompok
kurang mampu. Kewajiban tersebut menjadi hal normatif bagi setiap advokat
yang merupakan satu pekerjaan yang disebut mulia sesuai amanat dalam UU No
18 Tahun 2003 dengan tujuan memberi pembelaan bagi seluruh masyarakat ketika
mereka bermasalah dengan hukum tanpa mementingkan latar belakang, ras, etnik,

dan gender.

Peraturan UU yang membahas tentang Bantuan Hukum terdiri atas UU Advokat,
UU Bantuan Hukum, PP Nomor 42 Tahun 2013 yang membahas mengenai
Persyaratan maupun tata cara dalam Pemberian bantuan hukum maupun
penyalurannya. Regulasi dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum
menjelaskan bahwa kedua UU tersebut tumpeng tindih. Asumsi bahwa adanya
benturan pada kedua UU yang selanjutnya menggerakkan berbagai pihak untuk
menguji UU tersebut. Disamping itu, pihak MK menyatakan menola dengan
merujuk pada Putusan MK No 88/PUUX/2012 terhadap pengujian materil UU

Bantuan Hukum atas UUD 1945.

Pemohon uji materil menjelaskan berbagai dalil yang keberadaannya bertentangan
dengan UUD, seperti definisi bantuan hukum yang disebut multi-interpretasi.
Lalu tidak adanya rumusan secara jelas terkait siapa yang diperbolehkan bertindak
sebaga pemberi bantuan hukum. UU ini dijadika sebagai sarana Negara untuk
mendeskripsikan fungsi negara Hukum, yang dimana negara mempunyai

wewenang untuk menentukan sarana atas aspek penting dalam proses penyaluran
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bantuan hukum kepada kelompok kurang mampu. Aspek tersebut terdiri dari:
aspek pengawasan terhadap proses pemberian bantun, aspek perumusan regulasi
hukum serta aspek bidang Pendidikan warga sehingga regulasi hukum yang

sebelumnya dibuat secara jelas sehingga dapat dihAyati.

Dari hasil kegiatan wawancara Bersama Tarmizi mengasumsikan UU Bantuan
Hukum bukanlah legal insecurity dalam pelaksanaan bantuan hukum. Hal
demikian dikarenakan UU ini sebagai alat yang dibentuk oleh Negara dengan
tujuan mengimplementasikan bantuan hukum, bukan malah mencampur adukan
beberapa istilah pemberian bantuan hukum. Disamping itu, yang mampu
penyalurkan bantuan hukum merupakan elemen dosen, mahasiswa huku, maupun
paralegal yang sudah terlebih dahulu terhimpun dalam wadah yang memebuhi
syarat seperti yang tertuang dalam Pasal 8. Hal ini menjadi permasalahan besar
yang dikarenakan banyak Lembaga seperti kepolisian dan juga pengadilan yang
mempertanyakan legal standing ini selain dari advokat ketika memegang kuasa
dalam menuntaskan permasalahan hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 31 UU
Advokat diketahui bahwa individu yang melaksanakan praktik profesi layaknya

advokat akan tetapi bukan berprofesi demikian maka dapat di tindak pidana.*®

Pihak Mahkamah Konstitusi melayangkan SK No. 006/ PUU-11- 2004 dengan
tujuan menegaskan bahwa selain dari advokat yang telah memenuhi syarat
sebagai pemberi bantan hukum. Maka mereka berhak menerima kuasa untuk

menyelesaikan kasus pihak pemohon lalu kemudian mendeskripsikan terkait Pasal

46 Hasil Wawancara dengan Tarmizi, Advokat pada Kantor Advokat YBLH Bandar Lampung,
Selasa 19 April 2022.
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31 UU Advokat yang tampak diskriminatif sehingga tidak sesuai dengan yang

tertuang dalam UUD.

UU Bantuan Hukum memuat regulasi yang fokus mengatur Pesyaratan dan
Teknis bantuan hukum bagi kelompok miskin, selanjutnya klarifikasi siapa saja
yang dapat bertindak sebagai pemberi bantuan. Access to law and justice dijadikan
sebagai alat penting sekaligus mandat yang dikeluarkan oleh United Nations
Development Programme yang bertujuan untuk meminimalisir angka kemiskinan
serta memperkuat pemerintah secara demokratik.*” Access to law and justice
tidak hanya digunakan untuk memaksimsimalkan akses ke ranah pengadilan serta
menjami representasi hukum individu. disamping itu, akses terhadap keadilan
dapat diartikan sebagai bentuk keterampilan yang ditunjukkan oleh warga dalam
menemukan obat melalui instansi formal maupun informal keadilan bagi setiap

keluhan yang merujuk pada standar HAM.*®

Hal ini dijadikan sebagai akses bagi warga miskin terhadap mekanisme secara
efektif, adil serta akuntabel dengan tujuan utama yakni melindungi, mengindari
penyimpangan sehingga warga dapat menyelesaikan permasalagan mekanisme
formal ataupun informal.*® Akses terhadap keadilan dalam konteks Indonesia
berlandaskan kepada kegiata yang mana suatu Negara menjadi terpenuhinya hak
dasar yang selaras dengan UUD 1945 maupun Prinsip HAM. kemudian menjamin
akses bagi setiap masyarakat sehingga mereka berkemampuan untuk memahami,

menyadari serta mengimplementaikan hak dasar tersebut memalui instansi formal

47 United Nation Development Program, UNDP, 2013, “Strengthening judicial integrity through
enhamced accessing to justice, (Thailand), 06

% United Nations Development Programme, Op cit, 03
% United Nations Development Programme, Op cit, 03
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dan informal, yang diakomodir ole keberadaan mekanisme keluhan publik yang
saat ini sangat mudah diakses agar memperoleh sejumlah manfat secara optimal

untuk memperbaiki kualitas hidup pribadi.>

Berbagai usaha yang digalakkan oleh pihak pemerintah dalam mewujudkan
access to law and justice yaitu dengan mengeluarkan affirmative action.
Kebijakan ini dijadikan cara untuk menjawab berbagai keadaan sosial yang
tampak diskriminatif, ketidaksetaraan dan juga marginalisasi pada setiap ranah
kehidupan yang merupakan akibat dari sistem partiarki baik di ranah privat
maupun umum. Kemudian, Elizabeth Anderson menjelaskan Affirmative action

secara luas meliputi setiap kebijakan dengan tujuan tertentu.

Pertama, mengupayakan proses penghilangan hambatan baik dalam sistem
ataupun norma terhadap masyarakat sebagai akibat dari ketidaksetaraan dan
ketidakadilan. Kemudian, yang kedua yaitu mengupayakan promosi masyarakat
secara inklusif sebagai prasyarat integrasi, pluralism dan juga demokrasi. Yang
terakhir yakni mengupayakan kesetaraan dalam segi identitas. Sementara itu,
sarana penting yang dapat diaplikasikan untuk mengimplementasikan affirmative
action yakni dengan bantuan hukum. Kemudian, pelaksanaannya harus tertuang

dalam konstitusi maupun UU.

Frans Hendra menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang
secara khusus ditujukan kelompok kurang mampu yang sangat membutuhkan
pembelaan dalam permasalahan perdata dan pidana. Hal tersebut disediakan oleh

mereka yang memahami seluk beluk pembelaan hukum, kaidah dan asas hukum

%0 AusAID & PEKKA, “Akses terhadap keadilan: Pemberdayaan perempuan sebagai kepala keluarga di
wilayah Indonesia, (2010), 57
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serta HAM.>! Kemudian. Adnan Buyung menambahkan bahwasannya bantuan
sebagai bantuan yang dikhususkan kepada kelompok miskin dengan penghasilan
tergolong rendah. Ukuran miskin masih menjadi permasalahan yang sangat sulit
dipecahkan, tidak hanya bagi Negara berkembang namun juga negara maju

sekalipun.®?

Untuk mengimplementasikan bantuan hukum, terdapat 4 konsep yang dapat
digunakan. Pertama, yaitu konsep bantuan hukum tradisional yang merupakan
pelayanan hukum yang ditujukan kepada kelompok kurang mampu secara
perorangan, dapat dipahami bantuan hukum bersifat pasif dan aktivitas
pendekatan dijalankan dengan cara formal-legal. Kemudian, konsep yang
selanjutnya adalah hukum konstitusional yang merupakan pemberian bantuan
hukum yang dijalankan dengan tujua yang relatif luas, seperti halnya
menyadarkan terkait hak warga miskin yang juga bertindak sebagai subjek hukum
dan pengembangan nilai HAM sebgai hal utama dalam menciptakan Negara

Hukum.®3

Ketiga, Konsep bantuan hukum struktural yaitu kegiatan yang bertujuan untuk
menciptakan kondisi ang dapat memperbaiki struktur yang timpang, lokasi
peraturan hukum maupun proses penyelenggaraannya mampu menjamin
persamaan kedudukan. Konsep ini berkaitan dengan konsep kemiskinan

struktural.

51 Frans Winarta, Bantuan Hukum HAM bukan sebagai Belas Kasihan, Elex Komputindo, (Jakarta, 2000), 23
52 Adnan Nasution, Bantuan Hukum di Wilayah Indonesia, LP3ES, (Jakarta, 2007), 01
53 Suraji, Etika dan Penegakan kode etis Advokat, HAMRI dan Badan Hukum Nasional, (Jakarta), 77
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Konsep bantuan hukum yang terakhir yakni konsep responsif, yang mana konsep
ini ditujukan kepada warga miskin yang meliputi keseluruhan eanah hukum
maupun HAM yang dalam kegiatannya tidak membeda-bedakan baik persoalan

secara pribadi maupun kolektif.

Adapun jasa yang ditawarkan yakni aktivitas penyuluhan hukum yang berkenaan
dengan HAM ataupun aktivitas hukum terkait hak untuk dapat dibeli oleh advokat
maupun instansi bantuan hukum lainnya. pembelaan yang dimaksudkan yakni
pada saat menuntaskan persoalan hukum secara konkrit, pembelaan secara
berkualitas dengan tujuan menghasilkan yurisprudensi yang jauh lebih jelas, benar
serta tegas. Proses pembaruan hukum diperoleh dari keputusan pihak pengadilan
yang secara jelas haru berada di pihak yang benar dan membentuk UU yang
keberadaannya selaras dengan sistem nilai serta kebudayaan yang tersebar luas di
masyarakat dengan tujuan utama yakni mweujudkan konsep yang termuat dalam

Gerakan Nasional yang diakomodir langsung oleh Negara maupun masyarakat.>

Bantuan hukum yang keberadaanya relevan dengan konsep persamaan hukum
yang ada dalam UUD 1945 maupun instrumen internasional seperti Universal
declaration of human rights. Acapkali warga miskin mengalami siksaan,
ketidakadilan, diperlakukan dengan tidak manusia serta merendahkan
martabatnya. Di wilayah Indonesia ini, persamaan dihadapan hukum dalam Pasal

27 Ayat 1 Pasal 5, 6, dan 7. Sementara itu, hal tersebut juga dijamin dalam

% Frans Winata, (2009), Probono Publico, Hak konstitusional kelompok miskin untuk mendapatkan bantuan
hukum PT Gramedia Pustaka, (Jakarta), 12
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Universal Declaration of Human Rights serta melindungi setiap individu dari

siksaaan, perilaku tidak adil maupun kekerasan dalam berbagai bentuk lainnya.>®

Kelompok miskin sering kali mendapatkan perlakuan secara tidak adil, akan
tetapii mereka tidak mampu untuk mencari pembelaan yang memadai dari profesi
Advokat maupun sejenisnya. Kejadian tersebut, sangat tidak manusiawi, berbagai
bentuk penyiksaan hingga merendahkan harga diri oleh para penegak hukum yang
relatif tinggi dan tidak terekam dengan akurat. Hal demikian ini dikarenakan
masih lemahnya tingkat kontrol pers maupun warga, padahal kelompok yang
dapat dikategorikan mampu dalam segi ekonomi ataupun politik mampu
menggunakan jasa pembela baik dari pihak advokat maupun yang lainnya yang
sudah dianggap profesional di bidang tersebut. Bahwasannya, bantuan hukum
dijadikan sebagai konsep untuk mewujudkan persamaan hak dihadap hukum serta
penyaluran jasa hukum maupun pembelaan yang ditujukan kepada setiap warga

dalam kerangka keadilan untuk setiap individu.®®

Termizi juga mengatakan bahwasannya pihak pemberi bantuan hukum dalam
menjalankan tugasnya terlebih dahulu wajb menjelaskan terkait hak maupun
kewajiban dari penerima bantuan tersebut. Dengan memahami hal tersebut, maka
dapat diketahui jika hak halnya tidak terpenuhi dengan sangat utuh sehingga dapat
dipahami larangan yang sepatutnya diperhatikan langsung oleh pihak pemberi
bantuan hukum selama mereka melaksanakan proses pemberian bantuan

hukumnya. %’

% Frans HendraWinarta, op cit, 54

% Ibid, 57

57 Hasil Wawancara dengan Tarmizi, Advokat pada Kantor Advokat YBLH Bandar Lampung,
Selasa 19 April 2022.
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UU No 16 Tahun 2011 yang memuat tentang bantuan hukum yakni pada Pasal
12, menjelaskan bahwasannya penerima bantuan hukum berhak untuk:

a. Memperoleh bantuan hukum sampai permasalah selesai. Selama itu, penerima
bantuan hukum yang terkait tidak mencabut surat kuasanya,

b. Memperoleh bantuan hukum berdasarkan pada standar bantuan hukum
ataupun kode etik profesi advokat,

c. Mendapatkan informasi maupun dokumen yang berhubungan dengan proses
penyelenggaraan bantuan hukum yang selaras dengan aturan UU yang berlaku.

Sementara itu, Pasal pasa 13 dijelaskan bahwasannya penerima bantuan hukum

diwajibkan untuk:

a. Menjelaskan informasi, bukti ataupun setiap keterangan perkara dengan
sebanrnya kepada pemberi bantuan hukum,

b. Mengakomodir kelancaran proses pemberian bantun

Andi Hamzah kembali menjelaskan bahwasannya pada Pasal 69-74 KUHAP telah
diatur mengenai bantuan hukum tersebut, yang dimana terdakwa memperoleh
berbagai kebebasan secara luas. Adapun kebebasan yang dimaksudkan, yaitu:

Bantuan hukum diberikan ketika tersangka ditahan,

Bantuan hukum diberikan pada setiap tingkatan pemeriksanaan

Advokat menghubungi tersangka pada setiap pemeriksaan di setiap waktu
Pembicaraan yang dibangun oleh advokat dengan terdakwa tidak didengar
baik oleh penuntut umum maupun penyidik, terkecuali ketika delik yang
berkaitan dengan keamanan negara

5. Adanya turunan berita acara yang ditujukan kepada advokat maupun terdakwa
dengan tujuan bagi kepentingan pembelan advokat berkah untuk terus
mengiringi maupun mendapatkan surat dari terdakwa.>®

el NS

Berbagai pembatan hanya dikarenakan apabila advokat menyalahgunaan haknya.
Sementara kelonggaran maupun kebebasan ini hanya ditinjau dari segi yuridis
semata, bukan darisegi sosial, politik maupun ekonomik. Berbagai segi yagng
sebelumya disebutkan menjadi penghambat dalam penyelenggaraan bantuan

hukum secara merata.>® UU RI No 16 Tahun 2011 yang memuat tentang Bantuan

%8 Andi Hamzah, Hukum dalam Acara Pidana Indonesia,Cetak ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika), 23
% Ibid, 25
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Hukum, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 20 yaitu, “Pemberia bantuan
hukum dilarang keras meminta bayaran dari warga miskin yang saat ini
mengalami perkara yang sedang mereka tangani”. Berdasarkan penjabaran
tersebut maka dapat diketahu jika mereka menerima ataupun meminta bayaran
maka perbuatan tersebut akan menjadikan penerima bantuan hukum tidak
mendapatkan pelayanan secara memadai. Aturan Pemerintah Rl No 83 Tahun
2008 mengenai Syarat serta Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum: sebagaimana

yang tertuang pada Pasal di bawah ini:

Pasal 12 :

(1) Advokat dilarang menolakpermohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

(2) Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan
kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang
bersangkutan.

Pasal 13

Pada saat Advokat memberikan bantuan hukum mereka dilarang meminta

pemberian dalam bentuk apapun

Peraturan UU yang mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan larangan

terhadap pemberi bantuan hukum baik yang dilaksanakan oleh intasnsi baik

bantuan hukum maupun kemasyarakatan serta advokat di dalam dan di luar

lingkup pengadilan yang sudah menyediakan berbagai jaminan perlindungan

hukum kepada penerima bantuan hukum untuk mendapatkan haknya dalam proses

pemberian bantuan hukum.

Ternyata keberhasilan ekonomi yang saat ini digemborkan sebagai bentuk
legitimasi orde baru menjadi salah pada saat krisis moneter pada Juni 1997 yang
kala ini melanda wilayah Indonesia secara berkepanjangan lalu disusul dengan

krisis pada ranah politik maupun yang lainnya. kemudian, korupsi yang semakin
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meraja lela bukan hanya terjadi pada ranah birokrasi dan telah melanda ranah
swasta bahkan perusahaan asing. Sebagai akibatnya, hukum tidak lagi mempunyai
orotitas serta tidak lagi ditaati oleh warga. Supremasi hukum tersebut hanya

dijadikan sebagai slogan.®°

UUD RI 1945 menjelaskan dengan tegas bahwasannya Indonesia sebagai salah
satu negara hukum. Prinsip tersebut kemudian menuntut adanya jaminan
kesederajatan bagi masing-masing individu dihadapan hukum. Oleh karenanya,
UUD juga ikut menentukan bahwasannya semua masyarakat berkah atas jaminan,
pengakuan, perlindungan serta kepastian serta perlakuan yang hadil dalam

hukum.?

Berbagai upaya dalam mewujudkan prinsip Negara hukum dalam kehidupan
bermasyarakat maupun bernegara, peranan serta fungsi advokat yakni sebagai
profesi yang mandiri, bebas serta bertanggung jawab menjadi sesuatu yang
penting. di samping instansi peradilan ataupun penegak hukum seperti halnya
jaksa maupun polisi. Dengan jasa hukum tersebut, maka advokat dapat
melaksanakan tugasnya demi menegakkan setiap keadilan bagi masyarakat.
Advokat merupakan unsur yang terdapat dalam sistem peradilan yang menjadi

pilar penting dalam menegakkan supremasi hukum maupun HAM. 2

UU no 16 Tahun 2011 yang membahas mengenai Bantuan Hukum. Hal tersebut
mengatur terkait Syarat maupun Tata Cara dalam Pemberian Bantuan Huku,
berikut ini:

Pasal 14

(1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon bantuan hukum diharusnya
memenuhi beberapa syarat, antara lain:

60 Ibid, 107
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a. Mengajukan surat permohonan tertulis yang memuat identitas pemohon
serta penjabaran secara singkat terkait permasalahan yang dimohonkan

b. Memberkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara

c. Melampirkan surat keterangan miskin yang didapatkan dari kepala desa
maupun pejabat setempat

(2) Dalam hal pemohon bantuan hukum yang tidak dapat menyusun permohonan
tersulit, maka dapat diajukan secara lisan, sebagaimana pada Pasal di bawah
ini

Pasal 15

(1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohohan kepada pihak pemberi
bantuan hukum

(2) Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah pemohonan
dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban baik menerima maupun
menolak permohonan bantuan hukum

(3) Dalam hal permohonan bantuan hukum yang diterima, maka pemberi
bantuan hukum akan memberikan bantuan berdasarkan surat kuasa secara
Khusus dari penerima bantuan hukum

(4) Dalam permohonan bantuan hukum ditolak, maka pemberi harus memberikan
alasan penolakan tersebut

(5) Ketentuan lebih lanjut terkait Syarat serta Tata Cara proses pemberian
Bantuan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Peaturan Pemerintah.

Izs::r:ttin lanjutan mengenai tata cara pendistribusian dana bantuan hukum
seperti yang yang dijelaskan dalam Pasal (16) Ayat 1 kepada pemberi bantuan
hukum

Gunawan Jatmiko menjelaskan bahwa pemberi bantuan hukum dilarang keras
untuk meminta bayaran dari pihak penerima bantuan ataupun pihak lainnya yang
sedang terkait perkara hukum, karena dana penyelenggaraan bantuan hukum
sudah disediakan oleh pihak pemerintah ataupun bersumber dari dana sah lainnya
yang tidak bersifat mengikat. UU RI No 16 Tahun 2011 mengenai bantuan
hukum. Pada Pasal 21 yaitu “Pemberi bantuan hukum yang dinyatakan meminta

bayaran dari pihak pemberi yang berhubungan dengan perkara yang saat ini

ditangani sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, akan dipidana selama 1
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Tahun ataupun denda sebanyak Rp. 50.000.000. !

Dalam Kamus Hukum: disebutkan bahwa “Sanksi: sebagai akibat dari perbuatan
dari pihak lainnya atas sebuah perbuatan”. Kemudian, pidana ialah “Penderitaan
yang secara sengaja dibebankan kepada seseorang yang melaksanakan perbuatan
yang memenuhi syarat yang ada”. UU No 18 Tahun 2003 yang membahas terkait
Advokat, mengatur tentang ketentuan pidana. Pasal 31 yang berbunyi “Setiap oran
yang secara sengaja melaksanakan pekerjaan sebagai advokat serta bertindak
seolah seorang advokat, namun bukan advokat seperti yang dijelaskan dalam UU,

Maka akan dipidana secara 5 Tahun dengan denda Rp. 50.000.000”

UU No 18 Tahun 2003 mengenai advokat, mengatur tentang penindakan, pada
Pasal 6 maka advokat dapat dikenai tindakan dengan beberapa alasan,

diantaranya:

=

Menelantarkan kepentingan pihak klien

Bertngkah laku secara tidak patut terhadap sekan satu profesi

3. Bersikap, bertutur kata serta mengeluarkan berbagai pernyataan yang
menunjukkan sikap yang tidak hormat pada hukum, Peraturan UU maupun
pengadilan

4. Melakukan berbagai hal yang bertentangan dengan kehormatan, kewajiban
harkat serta martabak profesi

5. Melaksanakan pelanggaran terhadap aturan UU maupun melakukan perbuatan

yang tercela

Melanggar janji dan kode etik profesi advokat

no

o

Sanksi dipandang sebagai unsur yang paling penting, jika memandang hukum
sebagai kaidah.5? Proses perkembangan hukum pidana dewasa, hal ini khususnya

pada UU Pidana Khusus diluar KUHP, terdapat kecenderungan penggunaan

1 Hasil Wawancara Bersama Gunawan Jatmiko Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung, Rabu 20 April 2022

62 Mahmud Mulyadi & Feri Antony Surbakti, Politik hukum pidana atas kejahatan korporasi,
cetak-1, PT Sofmedia, (Jakarta: 2010), 90
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pada stelsel sanksi yang dapat diartikan bahwasannya sanksi pidana maupun
sanksi tindakan yang secara sekaligus telah diatur. Kedua jenis saksi tersebut
terdapat dalam teori hukum pidana yang lebig dikenal dengan double track

system.53

Penetapan sanksi dalam UU pidana bukan hanya masalah teknis semata,
melainkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari materi UU itu sendiri.
Sehingga dapat diartikan bahwa hal ini menyangkut persoalan penalisasi,
deskriminasi serta kriminalisasi yang sepatutnya dipahami secara konprehensif
baik mengenai aspek permasalahan substansi yang terdapat pada tahapan
kebijakan legislasi.®®* UU No 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, membahas

tentang:

Pasal 7

(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat yakni meliputi:
1. Teguran secara lisan
2. Teguran secara tertulis
3. Pemberhentian sementara dari profesi selama 3-12 bulan
4. Pemberhentian tetap dari profesi

(2) Ketentuan mengenai jenis maupun tingkat perbuatan tindakan seperti yang
dijelaskan pada Ayat 1 yang diatur lebih lanjut oleh Petujusan Dewan
Kehormatan Advokat.

(3) Sebelum advokat dijerat tindakan seperti yang dijelaskan dalam Ayat 1,
kepada pihak yang bersangkutan akan diberikan sejumlah kesempatan untuk
memberla dirinya.

Pasal 8

(1) Penindakan kepada advokat dengan jenis tindakan seperti yang dijelaskan
pada Pasal 7 Ayat 1 huruf a, b, ¢ dan d, yang dilaksanakan oleh advokat
berdasarkan kode etik profesi

(2) Pada saat penindakan yakni berupa pemberhentian sementara seperti yang
dijelaskan pada Pasal 7 huruf c, ataupun pemberhentian tetap pada huruf d,
advokat seperti yang dijelaskan pada Ayat 1 yang berisikan putusan
penindakan kepada pihak Mahkamah Agung

(3) UU No 18 Tahun 2003 mengenai advokat, memuat tentang pemberhentian
sebagaimana pada Pasal 9 yaitu advokat bisa berhenti ataupun diberhentikan

83 ibid
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dari profesi oleh organisasi advokat
(4) Salinan SK Pemberhentian seperti yang dijelaskan pada Ayat 1 ditujukan
kepada Mahkamah Agung, pengadilan maupun penegak hukum.

Pasal 10
(1) Advokat dinyatakn berhenti ataupun diberhentikan dari profesi secara tetap
atas permohonan sendiri;

1. Dijatuhi pidana yang disertai dengan kekuatan hukum secara tetap, karena
melaksanakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman secara 4
Tahun ataupun lebih, atau

2. Merujuk pada keputusan organisasi Advokat

(2) Advokat yang dinyatakan telah diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang
tertuang pada Pasal 1, maka tidak berhak menjalankan profesi tersebut

Pasal 11

Pada saat advokat dijatuhi hukum pidana seperti yang tertuang pada Pasal 10
Ayat 1b yang sudah memiliki kekuatan hukum, maka panitera Pengadilan
menjelaskan Salinan putusan kepada pihak organisasi advokat.

UU No 18 Tahun 2003 yang memuat tentang advokat, yakni mengatur terkait
proses pengawasan.

Pasal 12

1. Pengawasan kepada advokat dilaksanakan oleh organisasi advokat

2. Pengawasan seperti yang tertuang apada Ayat 1 dengan tujuan supaya advokat
ketika menjalankan profesi tetap berpedoman pada kode etik profesi maupun
uu

Pasal 13

1. Proses pelaksanaan pengawasan dijalankan oleh komisi pengawas yang
sebelumnya dibentuk oleh organisasi advokat

2. Anggota komisi pengawasan seperti yang dijelaskan pada Ayat 1 yang
meliputi unsur senior, akademisi maupun masyarakat

3. Ketentuan terkait tata cara dalam pengawasan sebagaimana yang diatur dalam
keputusan organisasii advokat

Pasal 14

(1) Advokat yang dinyatakan melanggar ketentuan seperti yang tertuang pada
Pasal 12 dan 13 diatas maka akan dikenakan sanksi

(2) Adapun saksi seperti yang dijelaskan pada Ayat 1 sebelumnya. Sanksi
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:

(3) Sebelum advokat ditindak sebagaimana pada Ayat 1, maka Yyang
bersangkutan akan diberi kesempatan untuk membela dirinya

(4) Ketentuan terkait tata cara pembelaan diri maupun pemberian sanksi seperti
yang dijelaskan pada Ayat 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang
sebelumnya ditentukan oleh organisasi advokat
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Dari kegiatan wawancara Bersama Gunawan Jatmiko diketahui bahwa dengan
adanya tata tertib warga. Yang dimana ada warga maka disana juga ada hukum.
Norma hukum ini dimaksudkan kepada perbuatan konkrit, secara lahiriah maupun
perbuatan yang sepatutnya terjadi. Yang dimaksud perbuatan hukum yakni
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh subjek serta mengakibatkan akibat
secara umum. Hal ini berarti bahwa orang yang dihukum karena mereka dengan
sengaja telah melanggar norma hukum sehingga menyebabkan hal buruk bahkan
merugikan. Yang dalam dalam keadaa ini harus menjadi peristiwa hukum, yakni

peristiwa yang oleh hukum direlasikan dengan akibat hukum tersebut.5

Sementara itu, yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum ialah salah satu
profesi yang dianggap mulia, maka dalam penerapan tugas ditujuan untuk
menyediakan sejumlah pelayanan jasa yang dikhususkan kepada warga miskin
dengan berbagai keterbatasan dana untuk menuntaskan permasalahan hukum yang
ada, kemudian mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemberi bantuan. Untuk
menuntaskan permasalah tersebut maka dalam pelaksanaan tugas, baik pemerintah
pusat maupun daerah berkewajiban untuk mengupayakan berbagai bantuan dana
yang kemudian dianggarkan dalam APBN dan APBD maupun pendanaan bantuan
yang bersumber dari dana sumbangan dan sumber lainnya yang disebut sah

namun tidak bersifat mengikat.%

Sementara itu, Tarmizi menambahkan pemberi bantuan hukum tidak diizinan
untuk melanggar yakni dengan meminta bayaran dari kelompok miskin yang saat

ini terkait dengan perkara yang ditangani. Jika mereka terbukti melanggar, maka

64 Hasil Wawancara Bersama Gunawan Jatmikp, . . . 2020
& 1hid
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hal tersebut akan merusak citra mulia dari profesinya sehingga harus dikenakan
sanksi pidana seperti halnya yang tertuang pada UU No 16 Tahun 2011 mengenai

bantuan hukum. 66

1. Sanksi bagi Advokat LBH yang meminta komisi

Untuk itu apabila terdapat pihak Advokat yang meminta komisi pada saat
menyelesaikan persoalan hukum setiap kliennya, maka yang bersangkutan
tersebut akan disanksi pidana sebagaimana yang tertuang pada Pasal dibawah ini:
“Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari
Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang
sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).”

Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Rl Nomor 83 Tahun
2008 mengenai Syarat serta Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, diketahui
bahwa upaya dalam mewujudkan berbagai prinsip Negara Hukum. Berbagai
peranan serta fungsi advokat yang merupakan profesi bebas, tanggungjawab serta
mandiri. Disisi lainnya, Lembaga penegak hukum seperti halnya penyidik, hakim

serta penuntut umum.

Selanjutnya, Tarmizi menjabarkan bahwasannya pada Pasal (22) Ayat 1 Undang-
Undang No 18 Tahun 2003 yang membahas mengenai profesi advokat
bahwasannya advokat wajib menyediakan bantuan hukum kepada kelompok
miskin. Proses pendistribusian bantuan hukum oleh Advokat bukan sebagai
bentuk belas kasihan, namun lebih tepatnya sebagai bentuk penghargaan atas

keberadaan hak asasi manusia dengan tujuan mewujudkan setiap keadilan dalam

8 Hasil Wawancara dengan Tarmizi, . . . Selasa 19 April 2022.

































